BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANG(ARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemenntah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerash tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah vang diajukan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dan
Rencana Kena Pemernintah Daerah Tahun 2025 vang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, serta Prioritas dan Plafon Anggaran yvang
telah disepakati antara Pemerintah Daerah bersama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong pada
tanggal 02 Agustus 2024;

o
h

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

Mengingat @ 1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820}, sebagaimana telah
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beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah
Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat 1l Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27V Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Di Kalimantan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736},

Undang-Undang  Nomor l Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355), scbagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tabhun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736},

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44.41);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembeniukan
Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 6914);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneésia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023
lentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administras:
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diobah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2043 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 (entang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 67 79);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum (Lembaran
Negara Republik Tndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomer 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340},

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistemn
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemermiah Nomer 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 14};

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor %2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
sebagrimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomer 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemernntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalalan Rakvat Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Wegara Republik Indomesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambabhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Nepgara Republik
Indonesia Nomor 6178];
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Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggarnan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20149 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323},

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6385);

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20135
tentang Pembentukan Produk Hukum Daérah [(Berita Negarn
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah [Berita Negara Repubbk Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3547,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350),

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tabhun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor b48);
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kebupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembeniukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

d6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomaor 01);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah kabupaten Tabalong Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025,

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
p
3,

n

Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
Provinsi adalah Provinst Kalimantan Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penvelengpara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tabalong,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah vang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Dacrah.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyvelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan
Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjutnya disingkai APBD
adalah rencana kcuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui
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bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua Kkewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Defisit Anggaran Dacrah yvang selanjutnya disebut Defisit adalah selisth kurang
antara Pendapatan Deerah dan Belanja Dacrah,

. Surplus Anggaran Daerah yang sclanjutnya disebut Surplus adalah selisih

lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap
penerimaan vang periu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran vang selanjutnya disebut SILPA adalah
selisih lebih realisasi Penerimaan dan Penpeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Transfer ke Daerah yang selanjuinya disingkat dengan TKD adalah dana yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan
bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah
untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Dacrah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagl sebesar-besarnya
kemakmuran rakyvat.

Retribusi Daerah vang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan,

Dana Bagi Hasil yvang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TED yang
dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam
anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan
kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal
antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam
rangka menanggulangi eksternalitas negatf dan/atau meningkatkan
pemerataan dalam satu wilayah.

Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah dana bag
hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan Pajak Penghasilan dan Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan FPemerintah
Momor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnyva disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan Antar-Daerah
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
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22. Dana Alokasi Khusus vang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan (ujuan untuk membantu
mendanai Kkegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

23, Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yvang bernilai uang darni
pihak lain sehingga Dacrah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

24. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang
wajib dibayar kepada Pemerintah Daersh dan/atau hak Pemerintah Daerah
vang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya vang sah.

25, Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah
milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, Koperasi, dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan
pengembalian pokok pinjaman.

26, Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB Il
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2
(1] Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2025,

(2] APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
APBD Tahun Anggaran 2025 berjumiah Rp3.038.092.442.163,00 (Tiga Triliun Tiga

Puluh Delapan Miliar Sembilan Puluh Dua .Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua
Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp2.908.164.087.073,00
b. Belanja Dacrah Kp2.993.799.126.847,00
Defisit / Surplus (Rp85.635.039.774,00)
c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rpl29.928.355.090,00

2. Pengeluaran Rp 44.293.315.316,00
Pembiayaan Netto  Rp85.635.039.774,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 4

Pendapatan Dacrah direncanakan sebesar Rp2.908.164.087.073,00 {dua triliun
sembilan ratus delapan miliar seratus enam puluh empat juta delapan puluh tujuh
ribu tujuh puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;

b. pendapatan transfer; dan
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0.
lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
direncanakan sebesar Rp280.885.897.073,00 (dua ratus delapan puluh miliar
delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan pulubh tujuh
ribu tujuh puluh tiga rupiah), bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Dacrah;

¢, hasil pengelolaan kekayaan Daerah vang dipisahkan; dan

d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf =&
direncanakan sebesar Rpl133.936.323.000,00 {seratus tiga puluh tiga miliar
sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar RpY95.983.969,998,00 (sembilan puluh lima miliar sembilan ratus
delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu scmbilan
ratus sembilan puluh delapan rupahl).

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp20.150.042.800,00 (dua puluh
miliar seratus lima puluh juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.815561.275,00 (tga puluh miliar
delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh
puluh lima rupiahy).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurul b
direncanakan sebesar Rp2.413.398.905.000,00 (dua triliun empat ratus tiga
belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu
rupiah), yvang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar Daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp2.215.448.905.000,00 (dua triliun dua ratus
lima belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima
ribu rupiahy.

Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp197.950.000.000,00 (seratus sembilan pulubh tujuh
miliar semhilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp213.879.285.000,00 (dua ratus tiga belas muliar
delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu
rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.
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Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah  Tahun  Anggaran 2025  direncanakan sebesar
Rp2.993.799,126,847,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar
tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua pulubh enam nbu delapan
ratus empat puluh tujuh rupiah), vang terdiri atas:

A,
b.
3
d.

(1]

(2]

(3

(4}

(5]

6]

(7)

(1)

belanja operasi,

belanja modal;

belanja tidak terduga; dan
belanja transfer.

Pasal &

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rpl.734.779.265.501,72 (satu tnliun tujuh ratus tiga
puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam
puluh lima ribu lima ratus satu rupiah tujuh puluh dua sen), yang terdin atas:
belanja pegawai;

belanja barang dan jasa;

belanja bunga;

belanja subsidi

belanja hibah; dan

belanja bantuan sosial.

R R

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp946,.776.505.967,00 (sembilan ratus empat puluh enam miliar tujuh
ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh
tujuh rupiah].

Belanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp747.683.630.169,72 (tujuh ratus empat puluh tujuh
miliar enam ratus delapan puluh tiga juia enam ratus tiga puluh ribu seratus
enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen),

Belanja bunga scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp6.349.580.000,00 (enam miliar tiga ratus empat puluh sembilan
juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul d direncanakan
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp21.690.368.500,00 (dua puluh satu miliar enam ratus sembilan
puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul f
direncanakan sebesar Rp12.269,180.865,00 (dua belas miliar dua ratus enam
puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh
lima rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar RpB64.465.346.441,28 (delapan ratus enam pulub
empatl miliar empat ratus enam puluh hma juta tiga ratus cmpat puluh enam
ribu empat ratus empat puluh satu rupiah dua puluh delapan sen), yang
terdiri atas:

a. belanja modal tanah;



(2]

(3)

(4]

(5}

(6)

b. belanja modal peralatan dan mesin;

¢.  belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi,
e. belanja modal aset tetap lannya; dan

f. belanja modal aset lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurafl a
direncanakan sebesar Rp33.562.373.160,00 {tiga puluh tiga miliar lima ratus
enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga nbu seratus enam puluh
rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp95.858.055.706,00 (sembilan puluh lima miliar
delapan ratus hma puluh delapan juta lima puluh lima ribu tujuh ratus enam
rupiah).

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp217.023.526.642,28 (dua ratus tujuh belas
miliar dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat
puluh dua rupiah dua puluh delapan sen).

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp515.657.114.325,00 (lima ratus lima belas
miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus empat belas ribu tiga ratus
dua puluh lima rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnyva sebagaimana dimaksud pada avat (1) huraf
e direncanakan sebesar Rp917.326.608,00 (sembilan ratus tujuh belas juta
tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah).

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huaraf
direncanakan sebesar Rpl.446.950.000,00 (satu miliar empat ratus empat
puluh enam juta sembilan ratus ima puluh ribu rupiahj.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e
direncanakan sebesar Rp 69.076.433.904,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh
puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiahj,
vang terdiri atas belanja tidak terduga.

(1)

(<}

(3)

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huraf d
direncanakan sebesar Rp325.478.081.000,00 [tiga ratus dua puluh lima miliar
empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu rupiah), vang
terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan

b.  belanja bantuan keuangan.

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl a direncanakan
sebesar Rp22.993.000.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan
puluhb tiga juta rupiah).

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebegar Rp 302.485.081.000,00 (tiga ratus dua miliar empat
ratus delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu rupiah).




19.
Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, terdiri alas:

a.
b.

penerimaan pembiayaan; dan
pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a
direncanakan sebesar Rp129,.928 355.000,00 (scratus dua puluh sembilan miliar
sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan
puluh rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya.

(L)

2]

3]

(1]

(2)

(L)

(2)

Pasal 14

Anggaran peéngeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b direncanakan sebesar Rp44.293.315.316,00 (empat puluh empat
miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus
enam belas rapiah), vang terdin atas:

a. penyertaan modal Daerah; dan

b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Penvertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a
direncanakan sebesar Rpl8.138.800.000,00 (delapan belas miliar seratus tiga
puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pembavaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huraf b direncanakan sebesar Rp26.154.515.316,00 (dua puluh
enam miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus
enam belas rupiah).

Pasal 15

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah
mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar RpES5.635.039.774,00
(delapan puluh lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga puluh sembilan
ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan sclisth penenmaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp85.635.039.774,00 (delapan
puluh lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu
tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengetuaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang
selanjutnya  dimasukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupall lentang
Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
basa;
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b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
¢, kerusakan sarana/prasarana yang dapal mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

(3] Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mehputi:

a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat vang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

¢. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Dacrah dan/atau masyarakat.

(4] Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, tercantum dalam Lampiran |1 sampai dengan Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini terdiridan:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran Il Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Dacrah dan Organisasi;

3. Lampiran Il Rincian APBD menurut Urusan Pemernntahan Daersh,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaanan;

4. Lampiran TV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Pemerintahan Daerah dan Fungs Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran V1 Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada EPJMD/EPD dengan Rancangan
APBD;

8. Lampiran VIIT Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD;

9, Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan  Prioritas
Propinsi dengan Program Prionitas Kabupaten /Kota;

19, Lampiran X Daltar Jumlah Pegawail Per Golongan dan Per Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XTI Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;

13. Lampiran XIll  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain-Lain;

14, Lamnpiran XIV  Daftar Sub Kegpiatan Tahun Jamak (Multf Years/,

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVl  Daftar Pinjaman Daerah.
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Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD scbagai landasan
operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. BUPATI TABALONG,
ttel.

HAMIDA MUNAWARAH
Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

NANANG MULKANI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (9-128/2024),

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKLUM,

~Th |

NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004



